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RINGKASAN 

Tata Cara Pengajuan Objek Pajak Baru Atas Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Jember; Nabilla Maulina; 140903101045; 2017; 121 Halaman; Program Studi 

DIII Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Jember. 

 Praktek Kerja Nyata (PKN) ini dilaksanakan pada Badan Pendapatan 

Daerah (BAPENDA) Kabupaten Jember, yang dilaksanakan pada tanggal 01 

Maret 2017 sampai dengan 31 Maret 2017. Tujuan Praktek Kerja Nyata (PKN) 

adalah untuk mengetahui dan memahami Tata Cara Pengajuan Objek Pajak Baru 

Atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Badan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Jember. 

Kegiatan dalam Praktek Kerja Nyata (PKN) adalah menjelaskan tentang 

Pengajuan Objek Pajak Baru Atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan dan memperoleh gambaran nyata pelaksanaan pengajuan objek pajak 

baru atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Jember berkedudukan sebagai unsur pelaksana 

Pemerintah Kabupaten Jember. Dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) 

penulis mempelajari tentang pengajuan objek pajak baru atas pajak bumi dan 

bangunan perdesaan dan perkotaan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Jember.  

Pelaksanaan pengajuan objek pajak baru atas pajak bumi dan bangunan 

perdesaan dan perkotaan adalah wajib pajak mengajukan Surat Pengajuan 

Pendaftaran Objek Pajak Baru kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Jember pada UPT. Pelayanan dengan melampirkan syarat-syarat yang telah 

ditentukan. Berkas-berkas yang telah lengkap akan dialihkan ke UPT. Pendataan, 

pada UPT ini semua data akan di cross-check apakah data fisik dengan lapangan 

sama. Kemudian dilakukan pemeriksaan lapangan dan diterbitkan Lembar Hasil 
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Pemeriksaan (LHP). LHP dilimpahkan kepada Operator Consult (OC), OC akan 

menerbitkan Nomor Objek Pajak (NOP). Lalu semua berkas tersebut dilimpahkan 

lagi ke UPT. Penetapan untuk ditetapkan sepagai objek pajak, hasil keluaran 

berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). SPPT akan dialihkan ke 

UPT. Pelayanan dan diserahkan Kepada Wajib Pajak. Pembayaran PBB-P2 

terutang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak melalui Bank Tempat Pembayaran atau 

tempat lain yang ditunjuk dan Petugas Pemungut yang telah ditunjuk oleh Badan 

Pendapatan Daerah. 

 Kesimpulannya dari hasil Praktek Kerja Nyata (PKN) adalah Tata Cara 

Pengajuan Objek Pajak Baru atas Pajak Bumi dan Bangunan sudah sesuai dengan 

Peratutan Bupati Nomor 31 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak 

Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Jember. Dalam  

sistem pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

berdasarkan perhitungan dan pelaksanaan pemungutannya menggunakan Official 

Assessment System yang berarti pengenaan pajaknya ditetapkan terlebih dahulu 

oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk. Akan tetapi jika ditinjau dari tata 

cara pengajuan objek pajak baru tersebut, maka Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan menggunakan Self Assessment System, dikarenakan 

subjek pajak atau wajib pajak melakukan pengajuan pendaftaran sendiri atas objek 

pajaknya kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember secara tertulis 

dengan melampirkan bukti-bukti pendukung. 

Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor 202/UN25.1.2/SP/2017, Program 

Studi Diploma III Perpajakan, Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik, Universitas Jember. 
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BAB 1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang berlangsung secara 

sadar terencana dan berkelanjutan dengan sasaran utamanya adalah untuk 

meningkatkan kesejahteraan hidup manusia atau masyarakat suatu bangsa. Ini 

berarti pembangunan senantiasa beranjak dari suatu keadaan atau kondisi 

kehidupan yang kurang baik menuju suatu kehidupan yang lebih baik dalam 

rangka mencapai tujuan nasional suatu bangsa. Pelaksanaan pembangunan 

mencakup aspek kehidupan bangsa, yaitu aspek politik, ekonomi, sosial budaya, 

dan pertahanan keamanan. Adanya pelaksanaan pembangunanuntuk memacu 

peningkatan kemampuan dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan 

sederajat dengan bangsa lain yang lebih maju. 

Pembangunan Nasional memerlukan dana yang cukup besar untuk 

membiayai pengeluaran-pengeluaran pembangunan dan diperlukan upaya yang 

sungguh-sungguh untuk mengumpulkan dana yang bersumber dari pada 

penerimaan dalam negeri khususnya dari sektor pajak.  Pengumpulan dana dari 

sektor pajak tersebut harus ditekankan baik dari pajak daerah maupun pajak pusat. 

Hal ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan negara kita terhadap hutang 

luar negeri, karena hal tersebut hanya akan memperburuk kondisi perekonomian 

di Indonesia. 

Pembangunan Nasional  diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan 

mengutamakan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, 

berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan 

kemajuan dan kesatuan Nasional. Dalam rangka mewujudkannya, selain menuntut 

penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan dan akuntabel, efektif 

dan efesien, juga diperlukan adanya keterlibatan rakyat didalamnya. Undang-

Undang Dasar 1945 (UUD 1945) merupakan hukum dasar Negara yang tertulis 

dan pengenaan diatur dalam pasal 23A UUD 1945 yang berbunyi,“ Pajak dan 

pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan 

Undang-Undang”, yang kemudian diatur lagi oleh Undang-Undang Pajak.  
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Pajak merupakan sektor pemasukan terbesar kas Negara, Penerimaan 

Negara dari sektor pajak memegang peranan yang sangat penting untuk 

kelangsungan sistem Pemerintahan suatu Negara. Pajak adalah iuran rakyat 

kepada negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada 

mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang 

digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2016). Pembayaran 

pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta bagi 

masyarakat khususnya wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama 

melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan Negara dan pembangunan 

nasional. 

Pajak juga bertujuan untuk menumbuhkan dan membina kesadaran serta 

tanggung jawab negara, karena pada dasarnya pembayaran pajak merupakan 

perwujudan pengabdian dan peran serta warga negara dalam membiayai keperluan 

pembangunan nasional serta untuk meningkatkan penerimaan negara. Kesadaran 

akan pentingnya pajak itu sendiri harus diimbangi dengan pemahaman yang cukup 

oleh wajib pajak sehingga dapat melaksanakan kewajiban pajaknya dengan benar, 

maka kesadaran akan membayar pajak merupakan hal penting dalam menunjang 

keberhasilan pencapaian target pajak yang telah ditetapkan pemerintah.  

Pajak memiliki peran yang sangat penting di Negara kita, pajak tidak 

hanya dapat meningkatkan penerimaan dalam rangka menjalankan pemerintahan, 

tetapi juga sebagai kewajiban dalam kebijakan fiskal dalam rangka menjaga 

perekonomian nasional. Dimana semuanya itu bertujuan untuk menutupi, 

menekan, serta meminimalkan pinjaman-pinjaman luar negeri. Dalam 

mempertahankan kondisi tetap stabil utamanya pada sektor pajak sebagai tulang 

punggung penerimaan dalam negeri atau penyumbang dana terbesar bagi 

pembangunan nasional, maka pemerintah melakukan upaya-upaya terhadap pajak 

sebagai prioritas utama untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, penyediaan 

lapangan pekerjaan, stabilisasi, distribusi, pendapatan dan kekayaan. 
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Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah, pengenaan pajak Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 

dua yaitu Pajak Negara atau pusat dan Pajak Daerah. Pajak pusat yang berlaku di 

Indonesia adalah: 

a. Pajak Penghasilan (PPh); 

b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN); 

c. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM); 

d. Bea Materai; dan 

e. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). 

Sedangkan pajak-pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik Provinsi 

maupun Kabupaten atau Kota adalah sebagai berikut: 

1. Pajak Provinsi, meliputi: 

a. Pajak Kendaraan Bermotor; 

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; 

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; 

d. Pajak Air Permukaan; 

e. Pajak Rokok. 

2. Pajak Kabupaten/Kota, meliputi: 

a. Pajak Hotel; 

b. Pajak Restoran; 

c. Pajak Hiburan; 

d. Pajak Reklame; 

e. Pajak Penerangan Jalan; 

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; 

g. Pajak Parkir; 

h. Pajak Air Tanah; 

i. Pajak Sarang Burung Walet; 

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; 

k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/ atau Bangunan. 
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Pajak juga sangat penting di Pemerintah Daerah, karena PajakDaerah 

berperan serta dalam membiayai Pembangunan Daerah, tanpa adanya pajak 

daerah, maka kebutuhan akan dana untuk pembangunan daerah akan sulit 

dipenuhi. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) pada tanggal 1 Januari 2010 

menghapus keberadaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana 

telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yang salah satunya mandatorinya 

adalah pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) 

di daerahnya masing-masing.  

Dalam hal pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

(PBB-P2) Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota dituntut untuk siap 

melaksanakan pelayanan, pendataan, penilaian, pengadministrasian, pemeliharaan 

basis data, penetapan pajak terutang, pemungutan dan penagihan dan lain-lain, 

yang terkait dengan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan bagi masyarakat wajib pajak di wilayah mereka masing-masing sesuai 

dengan amanat yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2009. Tujuan pengalihan pengelolaan PBB-P2 menjadi pajak daerah sesuai 

dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah adalah: 

1. Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah; 

2. Memberikan peluang  kepada daerah untuk mengenakan pungutan baru 

(menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah); 

3. Memberikan kewewenang yang lebih besar dalam perpajakan dan 

retribusi dengan memperluas basis pajak daerah; 

4. Memberikan kewenangan kepada daerah dalam penetapan tarif pajak 

daerah; dan 

5. Menyerahkan kewenangan fungsi pajak sebagai instrumen 

penganggaran dan pengaturan pada daerah. 
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Peluang yang dapat diperoleh oleh Kabupaten atau Kota dengan adanya 

pengalihan PBB-P2 ini adalah: 

1. Penyeimbangan kepentingan budgeter dan reguler karena diskresi 

kebijakan yang ada di Kabupaten atau Kota; 

2. Penggalian potensi penerimaan yang lebih optimal karena jaringan 

birokrasi yang lebih luas; 

3. Peningkatan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak; dan 

4. Peningkatan akuntabilitas penggunaan penerimaan PBB-P2. 

Dengan adanya pelaksanaan otonomi daerah yang memiliki hubungan erat 

dengan desentralisasi, yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah 

kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam 

sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka hubungan erat antar 

pemerintah pusat dengan pemerintah daerah harus serasi sehingga akan dapat 

mewujudkan tujuan yang ingin dicapai. Otonomi daerah adalah hak, wewenang 

dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Otonomi daerah  

dapat diartikan juga sebagai kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom 

untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan 

masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna 

dan hasil penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap 

masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. 

Penerimaan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan 

sumber penerimaan yang signifikan bagi pembiayaan pembangunan pada daerah 

otonom. Dan salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah 

penerimaan yang berasal dari Pajak Daerah.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan kesempatan bagi 

Pemerintah Daerah untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui 

pemungutan pajak dan memanfaatkan sumber daya yang ada di daerahnya. Akan 
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tetapi guna mencegah pemungutan Pajak Daerah yang berlebihan, Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah menjelaskan prinsip pelaksanaan Pajak 

Daerah tersebut adalah prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran 

masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah. 
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Berikut ini data mengenai besarnya penerimaan potensi Pajak Daerah di Kabupaten Jember seperti terlihat dalam tabel di bawah ini: 

Tabel 1.1 : Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember Tahun 2013 s/d 2017 

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2017 

 

 

 

 

PAJAK DAERAH 

  

2013 

  

2014 

  

2015 

  

2016 

  

2017 

  

No Jenis Pajak 

Target P-

APBD  Realisasi 

Target P-

APBD  Realisasi 

Target P-

APBD  Realisasi 

Target P-

APBD  Realisasi 

Target P-

APBD  

Realisasi s/d  31 

Januari 

    (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) 

1 PBB-P2 29.000.000.000 25.685.324.278,01 50.000.000.000 35.523.880.818 50.000.000.000 33.010.049.135 50.000.000.000 33.754.396.739,24 56.503.000.000 1.021.284.204 

2 Pajak Reklame 4.100.000.000 6.141.451.314 4.750.000.000 5.408.722.902 5.000.000.000 5.179.522.533 5.220.500.000 4.167.462.283 5.220.500.000 296.435.010 

3 Pajak Hotel 1.450.000.000 1.878.105.490 2.200.000.000 3.309.254.720 2.700.000.000 3.520.424.646 3.040.000.000 4.306.859.406 5.000.000.000 430.136.409 

4 Pajak Restoran 4.500.000.000 5.280.349.736,29 5.500.000.000 7.557.470.425 5.750.000.000 8.176.884.275 5.895.000.000 9.385.696.869 9.500.000.000 848.444.858 

5 Pajak Hiburan 425.000.000 715.271.347,50 1.000.000.000 929.201.239 1.000.000.000 1.111.526.807 1.061.300.000 1.297.595.599 1.500.000.000 142.342.296 

6 Pajak Parkir 81.000.000 98.005.290 200.000.000 203.902.550 200.000.000 433.044.964 210.000.000 501.252.460 600.400.000 43.105.100 

7 Pajak Air Tanah 350.000.000 353.699.543 1.000.000.000 387.032.998 1.000.000.000 435.015.897 500.000.000 619.539.180 400.000.000 49.349.480 

8 

Pajak Mineral Bukan 

Logam dan Batuan 325.000.000 438.772.680 2.000.000.000 642.938.651 100.000.000 782.517.249,00 240.000.000 719.511.400 1.100.025.000 0 

9 BPHTB 11.500.000.000 14.564.735.335,25 17.000.000.000 17.765.669.968 18.500.000.000 20.265.566.128 18.500.000.000 36.024.234.501 20.500.000.000 1.386.236.000 

10 Pajak Penerangan Jalan 34.350.000.000 38.904.783.489 40.500.000.000 44.850.483.244 44.500.000.000 49.822.167.031 46.500.000.000 53.832.340.112 51.700.000.000 4.690.517.408 
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Dari tabel 1.1. diatas, dapat kita ketahui bahwa realisasi PBB-P2 selama 

empat tahun terakhir yaitu 2013, 2014, 2015, 2016 tidak memenuhi target dan 

realisasi P-APBD Kabupaten Jember, padahal PBB-P2 termasuk pajak primadona 

dan dapat berkontribusi besar dalam memenuhi Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Pada tahun 2013 Target P-APBD PBB-P2 sebesar Rp 29.000.000.000 hanya 

direalisasikan sebesar Rp 25.685.324.278,1. Pada tahun 2014 taget P-APBD PBB-

P2 sebesar Rp 50.000.000.000 hanya direalisasikan sebesar Rp 35.523.880.818 

dan pada tahun 2017 Target P-APBD Rp 56.503.000.000, pada tahun 2015 target 

sebesar Rp 50.000.000.000 hanya terealisasi sebesar Rp 33.010.049.135, pada 

tahun 2016 target sebesar Rp 50.000.000.000hanya teralisasi sebesar Rp 

33.754.396.739,24dan realisasi sampai 31 Januari sebesar Rp 1.021.284.204. Hal 

ini dikarenakan ketidakpatuhan Wajib Pajak dan kurangnya kesadaran akan pajak 

serta lalainya petugas pemungut pajak. 

Dari kenyataan diatas, pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan 

perkotaan dapat ditingkatkan lagi dengan mensosialisasikan kepada masyarakat 

dan melakukan pengawasan yang baik terhadap wajib pajak PBB-P2. Agar tidak 

terjadi pelanggaran dalam hal perpajakan, yang dapat mengurangi pendapatan di 

sektor pajak pada umumnya dan disektor PBB-P2 pada khususnya. Pada Tahun 

2017 ini sedang digalakkan Pengukuhan Tim Intensifikasi PBB-P2 hal ini 

dilaksanakan agar penerimaan pajak dari sektor PBB-P2 dapat meningkat dan juga 

untuk menghargai petugas-petugas kecamatan-kecamatan, desa-desa dalam 

memungut PBB-P2. Apabila hal tersebut berjalan dengan baik, maka akan 

berpengaruh besar terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), 

khususnya peningkatan realisasi PBB-P2 setiap tahunnya. 

Dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 31 Tahun 2012 tentang Tata Cara 

Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten 

Jember Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) adalah nomor yang 

diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang 

dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam 

melaksanakan Hak dan Kewajiban Perpajakannya.  
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Tema perpajakan yang akan diambil oleh penulis pada kegiatan Praktek 

Kerja Nyata (PKN) ini adalah  Pengajuan Objek Pajak Baru Atas Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Pengajuan Objek Baru Pajak Bumi 

dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) meliputi lengkapnya syarat-

syarat pengajuan Objek Pajak Baru, pengisian formulir permohonan pengajuan 

objek pajak baru. Alasan mengapa penulis mengambil tema tersebut adalah ingin 

mengetahui mekanisme pengajuan objek pajak baru atas PBB-P2 sehingga Wajib 

Pajak dapat lebih mudah dalam mengurus administrasi pertanahan dan ingin 

mengetahui kesadaran Wajib Pajak terhadap administrasi perpajakan khususnya 

pada PBB-P2.  

Berdasarkan uraian data tersebut dalam pembuatan Laporan Praktek Kerja 

Nyata (PKN) penulis membahas tentang pengajuan Objek Baru Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada tahun 2017 dengan judul“Mekanisme 

Pengajuan Objek Pajak Baru Atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 

dan Perkotaan Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis ingin 

mengajukan rumusan masalah yaitu: “Bagaimana mekanisme pengajuan Objek 

Pajak Baru AtasPajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) 

pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember?” 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata 

1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata 

Tujuan pelaksanaan kegiatan  Praktek Kerja Nyata ini adalah untuk 

menjelaskan Mekanisme Pengajuan Objek Pajak Baru Sektor Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Jember. 
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1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata 

a. Bagi Mahasiswa 

1. Menjadikan sarana latihan kerja dan penerapan ilmu pengetahuan 

yang diperoleh di bangku kuliah, khususnya yang berkaitan dengan 

pajak daerah. 

2. Mampu menerapkan dan membandingkan teori dan praktek yang 

diperoleh selama mengikuti perkuliahan, khususnya materi tentang 

PBB-P2. 

b. Bagi Universitas Jember 

1. Sebagai Referensi bagi mahasiswa lain yang akan mengikuti Praktek 

Kerja Nyata Di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. 

2. Sebagai pengenalan antara mahasiswa dengan perusahaan atau 

instansi dalam meningkatkan kreativitas diri serta untuk mempererat 

hubungan antara universitas dengan instansi terkait. 

c. Bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 

1. Merupakan Sarana untuk menjembatani antar perusahaan atau instansi 

dan Universitas Jember untuk kerja sama lebih lanjut baik bersifat 

akademisi maupun bersifat organisasi. 

2. Membantu dalam membentuk jiwa kerja yang unggul 

3. Membantu mahasiswa bagaimana cara menghadapi etos kerja yang 

disiplin dan menjadi pekerja professional. 
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Definisi dan Unsur Pajak 

2.1.1 Definisi Pajak 

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang 

perubahan keempat atas Undang –Undang Nomor 6 tahun 1983 Pasal 1 ayat (1) 

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan berbunyi “Pajak adalah 

kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang 

bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan 

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat”. 

Menurut Waluyo (2008:2) “ Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat 

dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-

peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat 

ditunjuk, dan gunanya adalah membiayai pengeluaran- pengeluaran umum 

berhubung dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintah”. Hal ni juga 

dipertegas oleh Mardiasmo (2016:3) pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara 

berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa 

timbal (kontaprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan 

untuk membayar pengeluaran umum. 

Dan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa memiliki unsur-unsur 

sebagai berikut: 

a. Iuran dari rakyat kepada Negara 

Yang berhak memungut pajak hanyalah Negara, Iuran terebut berupa uang 

(bukan barang). 

b. Berdasarkan Undang-Undang 

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang serta 

aturan pelaksanaannya. 

c. Tanpa jasa timbal atau jasa kontraprestasi dari Negara yang secara langsung 

dapat ditunjukkan. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


12 
 

kontraprestasi individu oleh pemerintah atau tidak ada hubungan langsung 

antara jumlah pembayaran pajak dengan kontraprestasi individu. 

d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-

pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat. 

 

2.1.2 Fungsi Pajak 

Ada dua fungsi pajak menurut Mardiasmo (2016:4), yaitu : 

a. Fungsi Anggaran (Budgetair), pajak sebagai salah satu sumber dana bagi 

pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. 

b. Fungsi Mengatur (Regulerend), pajak sebagai alat untuk mengatur 

kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contoh: 

1. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk 

mengurangi konsumsi masyarakat mengkonsumsi minuman keras; dan 

2. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk 

mengurangi gaya hidup konsumtif. 

2.1.3 Kedudukan Hukum Pajak 

Menurut Halim et al (2014:3), hukum pajak mempunyai kedudukan diantara 

hukum-hukum, antara lain: 

a. Hukum Perdata: mengatur hubungan antara satu individu dengan individu 

yang lain. 

b. Hukum publik: mengatur hubungan pemerintah dengan rakyatnya. Hukum 

ini dapat dirinci lagi sebagai berikut: Hukum Tata Negara, Hukum Tata 

Usaha (Hukum Administrasi), Hukum Pajak, Hukum Pidana. 

Kedudukan hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik. Hukum 

pajak mengatur hubungan antara pemerintah (fiskus) selaku pemungut pajak 

dengan rakyat sebagai Wajib Pajak, yaitu: 

a. Hukum pajak materill, memuat norma-norma yang menerangkan antara 

lain keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenakan pajak, siapa 
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yang dikenakan pajak, berapa pajak yang dikenakan, segala yang timbul 

dan hapusnya hutang pajak, dan hukuman hukum antara pemerintah dan 

Wajib Pajak. Contohnya : Undang-Undang Pajak Penghasilan. 

b. Hukum pajak formil, membuat bentuk atau tata cara mewujudkan hukum 

materiil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materiil). 

Hukum ini memuat antara lain: 

1. Tata cara penyelenggaraan (prosedur) penetapan utang pajak. 

2. Hak-hak fiskus untuk pengadaan pengawasan terhadap Wajib Pajak 

mengenai keadaan, perbuatan dan peristiwa yang menimbulkan utang 

pajak. 

3. Kewajiban-kewajiban misalnya menyelenggarakan pembukuan dan 

pencatatan dan hak-hak Wajib Pajak misalnya mengajukan keberatan 

dan banding. 

2.1.4 Pengelompokan Pajak 

Pengelompokan pajak serta tata cara pemungutan pajak menurut Purwono 

(2010:10) adalah sebagai berikut: 

a. Menurut Golongannya 

1. Pajak Langsung 

Pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat 

dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. 

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh) 

2. Pajak Tidak Langsung 

Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada 

orang lain. 

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

b. Menurut Sifatnya 

1. Pajak Subjektif 

Pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti 

memperhatikan keadaan Wajib Pajak. 

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh) 
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2. Pajak Objektif 

Pajak yang berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan 

Wajib Pajak. 

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas 

Barang Mewah (PPnBM) 

c. Menurut Pemungutannya 

1. Pajak Pusat 

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk 

membiayai rumah tangga Negara. 

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), 

dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) 

2. Pajak Daerah 

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk 

membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah dibagi menjadi dua 

tingkatan, yaitu:  

a) Pajak Provinsi 

Pajak yang dipungut langsung oleh pemerintah provinsi dan 

tidak dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota serta 

digunakan untuk membiayai rumah tangga provinsi. 

Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar 

Kendaraan Bermotor. 

b) Pajak Kabupaten atau Kota 

Pajak yang dipungut langsung oleh pemerintah kabupaten 

atau kota dan tidak dipungut oleh pemerintah provinsi serta 

digunakan untuk membiayai rumah tangga kabupaten atau 

kota. 

Contoh: Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, dan 

Pajak Penerangan Jalan. 

Menurut Resmi (2016:7) cara menentukan apakah suatu pajak termasuk 

pajak langsung atau pajak tidak langsung dalam arti ekonomis, yaitu dengan cara 
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melihat ketiga unsur yang terdapat dalam kewajiban pemenuhan perpajakannya. 

Berikut ini adalah ketiga unsur tersebut: 

1. Penanggungjawab pajak adalah orang yang secara formal yuridis 

diharuskan melunasi pajak. 

2. Penanggung pajak adalah orang yang dalam faktanya memikul 

terlebih dahulu beban pajaknya. 

3. Pemikul pajak adalah orang yang menurut undang-undang harus 

dibebani pajak. 

Jika ketiga unsur tersebut ditemukan pada seseorang, pajaknya disebut Pajak 

Langsung. Jika ketiga unsur tersebut terpisah atau terdapat pada lebih dari satu 

orang, pajaknya disebut Pajak Tidak Langsung. 

 

2.1.5 Tata Cara Pajak 

a. Asas Pemungutan  

 Menurut Meliala (2007:10) dalam hal ini kita mengenal beberapa asas 

pemungutan pajak. Adapun beberapa hal tersebut antara lain: 

Asas yang digunakan  

Untuk dasar pemungutan yang dipergunakan kita mengenal tiga asas pemungutan 

pajak, yaitu: 

1. Asas Domisili 

 Apabila pemerintah hendak melaksanakan pemungutan pajak berdasarkan 

asas ini, maka yang menjadi dasar pemungutannya adalah tempat tinggal 

Wajib Pajak (domisili) dengan tidak memandang dimana pendapatan ini 

berasal, apakah dari dalam atau dari luar negeri. 

2. Asas Kebangsaan 

Pajak yang berdasarkan asas kebangsaan adalah pajak yang dikenakan 

suatu Negara pada orang-orang yang mempunyai kebangsaan dari Negara 

tersebut, dengan tidak memperdulikan dimana Wajib Pajak itu bertempat 

tinggal (yang dilihat adalah kebangsaan wajib pajak). 
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3. Asas Sumber 

Menurut azas sumber cara pemungutan pajaknya adalah dengan melihat 

objek pajak tersebut bersumber dari mana, jadi apabila di suatu Negara 

terdapat sumber-sumber pendapatan, maka Negara tersebutlah yang berhak 

memungut pajaknya dengan tidak menghiraukan tempat dimana Wajib 

Pajak itu tinggal. 

 

b. Sistem Pemungutan Pajak 

 Menurut Neneng (2015:9) Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia adalah 

sebagai berikut: 

1. Official Assessment System 

Official Assessment System, yaitu sistem pemungutan yang memberi 

wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak 

yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya sebagai berikut: 

a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada 

fiskus; 

b. Wajib pajak bersifat pasif; dan 

c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh 

fiskus. 

2. Self Assessment System 

Self Assessment System, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan 

wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak yang 

terutang. Ciri-cirinya adalah: 

a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib 

pajak; 

b. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan 

sendiri pajak yang terutang; dan 

c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. 

3. With Holding System 

With Holding System, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi 

wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang 
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bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib 

pajak. Ciri-cirinya adalah wewenang menentukan besarnya pajak yang 

terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus, dan wajib pajak. 

 

c. Cara Menentukan Besarnya Pajak 

 Menurut  Meliala (2007:10) Cara Menentukan Besarnya Pajak, yang 

menjadi ukuran adalah besarnya kekayaan atau penghasilan nyata yang diperoleh 

Wajib Pajak. Untuk hal ini kita mengenal tiga jenis stelsel yaitu: 

1. Stelsel Riil 

 Arti kata Riil adalah nyata, jadi dalam stelsel ini besarnya pajak yang 

dipungut atas dasar penghasilan nyata yang diperoleh Wajib Pajak untuk 

masa yang bersangkutan, hal ini berarti penghasilan yang sebenarnya 

diketahui adalah pada akhir periode pembukuan atau dapat juga dalam 

tahun pajak, akibatnya pemungutan pajak baru dapat dilakukan awal 

periode berikutnya, artinya pemerintah baru bisa mendapat uang pajak 

dengan harus menunggu sampai akhir tahun. 

2. Stelsel Fiktif 

 Arti kata Fiktif adalah khayalan, yang kita asumsikan sebagai suatu 

perkiraan (anggapan). Dalam stelsel ini pajak yan dipungut tidak 

berdasarkan penghasilan nyata dari Wajib Pajak, melainkan hanya 

diperkirakan besarnya pajak yang terutang untuk dikenakan kepada Wajib 

Pajak. 

3. Stelsel Campuran 

 Dalam stelsel ini besarnya pajak yang dipungut tidak tergantung pada 

salah satu stelsel, tetapi berdasarkan gabungan dari stelsel Riil dan stelsel 

Fiktif. Agar pajak yang dipungut pada awal tahun, maka mula-mula 

diterapkan stelsel fiktif sehingga dapat dikeluarkan surat ketetapan 

pajaknya. Untuk mengetahui besar pajak sesungguhnya maka pada akhir 

tahun diterapkan stelsel riil, sehingga ketetapan pajak terutangnya dapat 

dikoreksi dengan stelsel ini atau disesuaikan dengan pajak yang 

sebenarnya. 
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d. Sistem Tarif 

 Menurut Agus (2015:13) Pemungutan pajak tidak terlepas dari keadilan 

dapat menciptakan keseimbangan sosial yang sangat penting untuk kesejahteraan 

masyarakat. Dalam penetapan tarif harus berdasarkan pada keadilan. Besarnya 

tarif pajak dapat dinyatakan dalam persentase. Dalam pajak penghasilan, 

persentase tarifnya dibedakan menjadi: 

1. Tarif Marginal 

 Persentase tarif ini berlaku untuk suatu kenaikan dasar pengenaan pajak. 

Contohnya, penghitungan pajak penghasilan orang pribadi. Untuk setiap 

tambahan penghasilan kena pajak melebihi Rp0 sampai dengan 

Rp50.000.000 sebesar 5% yang diikuti pula untuk setiap tambahan 

penghasila kena pajak diatas Rp50.000.000 sampai dengan Rp250.000.000 

dengan tarif marginal sebesar 15%, dan seterusnya. 

2. Tarif efektif 

Persentase tarif pajak yang efektif berlaku atau harus diterapkan atas dasar 

pengenaan pajak tertentu. 

 Berdasarkan persentase tarif pajak, terdapat dua kelompok, yaitu: 

1. Tarif Proporsional 

Tarif berupa persentase tetap terhadap jumlah berapa pun yang 

menjadi dasar pengenaan pajak. Sering disebut tarif tunggal karena 

hanya menggunakan satu tarif dengan persentase tetap. Contohnya, 

tarif PPN 10%. 

2. Tarif Progresif 

 Tarif pajak yang persentasenya menjadi lebih besar apabila yang 

menjadi dasar pengenaannya semakin besar. Misalnya, pajak 

penghasilan. Berdasarkan kenaikan persentase tarifnya, tarif 

progresif dibagi menjadi: 

a. Tarif progresif progresif 

Dalam hal ini, kenaikan persentase pajaknya semakin besar. 

b. Tarif progresif tetap 

Kenaikan persentase pajaknya tetap. 
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c. Tarif progresif degresif 

Kenaikan persentase pajaknya kecil. 

d. Tarif degresif 

Persentase tarif pajak semakin menurun apabila jumlah 

yang menjadi dasar pengeenaan pajak menjadi semakin 

besar. 

e. Tarif tetap 

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama jumlahnya) terhadap 

berapapun jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak. 

Contoh: bea materai. 

f. Tarif advolerem 

Tarif dengan persentase tertentu atas harga barang atau nilai 

suatu barang. 

g. Tarif spesifik  

Tarif dengan jumlah tertentu atas suatu jenis atau satuan 

jenis barang tertentu. 

 

2.2    Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

2.2.1  Definisi Pajak Daerah 

Menurut Prakosa (2003:1) pajak daerah adalah pajak-pajak yang dipungut 

oleh pemerintah daerah (misal: Provinsi, Kabupaten, Kota) yang diatur 

berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasil pemungutannya digunakan 

untuk pembiayaan rumah tangga daerah. 

 Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 

pasal 1 butir 10 tentang pajak daerah dan retribusi daerah : Pajak Daerah, yang 

selanjutnya disebut pajak, adalah  kontribusi wajib kepada daerah yang terutang 

oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-

Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan 

untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 
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2.2.2   Subjek, Wajib, dan Objek Pajak Daerah 

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 

1 butir 44, dan 45 tentang pajak daerah dan retribusi daerah menyebutkan: 

 Subjek Pajak Daerah adalah orang pribadi atau badan yang dapat 

dikenakan pajak. Wajib Pajak Daerah adalah orang pribadi atau badan, meliputi 

pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai 

hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan daerah. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

28 Tahun 2009 pasal 2 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa pajak daerah dibagi 

menjadi dua jenis yaitu: 

1) Pajak Provinsi 

2) Pajak Kabupaten atau Kota 

 

2.2.3 Dasar Hukum Pajak Daerah  

 Dasar hukum pajak daerah diatur dalam dalam Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

Dan Peraturan daerah dibagi dua yaitu: 

1) Penetapan Tarif Pajak Provinsi: 

a. Pajak Kendaraan Bermotor Pribadi  

1) Tarif untuk kepemilikan kendaraan bermotor  pertama paling rendah 

sebesar 1% dan paling tinggi sebesar 2% 

2) Tarif untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya 

tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% dan 

paling tinggi sebesar 10%. 

3) Tarif kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam 

kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, 

pemerintah atau TNI atau POLRI, pemerintah daerah, dan kendaraan 

lain yang ditetapkan dengan peraturan daerah, ditetapkan paling 

rendah 0,5% dan paling tinggi sebesar 1%. 

4) Tarif kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan 

paling rendah sebesar 0,1 % dan paling tinggi sebesar 0,2 %. 
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b. Pajak Bea Balik Kendaraan Bermotor 

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 

d. Pajak Air Permukaan, penetapan tarif pajak air permukaan paling tinggi 

sebesar 10% 

e. Pajak Rokok, penetapan tarif pajak rokok sebesar 10% 

 

2) Penetapan Tarif Pajak Kabupaten atau Kota 

a. Pajak Hotel, penetapan tarif hotel paling tinggi sebesar 10% 

b. Pajak Restoran, penetapan tarif pajak restoran paling tinggi sebesar 10% 

c. Pajak Hiburan, tarif pajak hiburan paling tinggi sebesar 35% 

d. Pajak Reklame, tarif pajak reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% 

e. Pajak Penerangan Jalan, tarif pajak penerangan jalan paling tinggi 10% 

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, tarif pajak mineral bukan logam 

dan batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25% 

g. Pajak Parkir, tarif pajak parkir paling tinggi sebesar 30% 

h. Pajak Air Tanah, tarif pajak air tanah paling tinggi sebesar 20% 

i. Pajak Sarang Burung Walet, tarif pajak sarang burung walet paling tinggi 

sebesar 10% 

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, penetapan tarif pajak 

bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaa sebesar 0,3%. 

 

2.3    Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) 

2.3.1 Definisi PBB-P2 

Disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 

2009 pasal 1 butir 34 tentang pajak daerah dan retribusi daerah: Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan 

yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, 

kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, 

dan pertambangan. 
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2.3.2 Dasar Hukum PBB-P2 

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Indonesia 

mempunyai payung hukum yang jelas dan kuat dalam pelaksanaannya, sehingga 

sudah menjadi kewajiban masyarakat dan pihak yang terkait untuk mematuhi hal 

tersebut, dasar hukum pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan 

Kabupaten Jember adalah sebagai berikut: 

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak 

Daerah dan Retbusi Daerah. 

2) Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 Tentang 

Pajak Daerah. 

3) Peraturan Bupati (Perbup) Jember Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Tata Cara 

Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di 

Kabupaten Jember.  

 

2.3.3 Subjek, Wajib, dan Objek PBB-P2 

Dalam Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2012 tentang Tata Cara 

Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten 

Jember, subjek, wajib dan Objek PBB-P2 yaitu: 

1. Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata 

mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, 

dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas 

Bangunan. 

2. Wajib PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata 

mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, 

dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas 

Bangunan. 

3. Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, 

dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan 

yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan 

pertambangan. 
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2.3.4 Bukan Objek PBB-P2 

Bukan objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada  Peraturan Bupati Nomor 

31 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Jember, yang tidak termasuk Objek PBB-

P2 adalah: 

a. Digunakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan 

pemerintahan; 

b. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, 

sisial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak 

dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, seperti mesjid, gereja, rumah 

sakit pemerintah, sekolah, panti asuhan, candi dan lain-lain; 

c. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan 

itu; 

d. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, 

tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum 

dibebani suatu hak; 

 

e. Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas 

perlakuan timbal balik; dan 

f. Digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan 

dengan Peraturan Menteri Keuangan. 

 

2.3.5   NJOP, NOP, NJOPTKP dan NPWPD 

Dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 31 Tahun 2012 tentang Tata Cara 

Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten 

Jember, NJOP, NOP, NJOPTKP dan NPWPD adalah: 

1. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari 

transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat 

transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan 

objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti. 
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2. Nilai Objek Pajak (NOP) adalah nomor identitas objek pajak bumi dan 

bangunan yang diberikan pada saat pendaftaran dan atau pendataan objek 

pajak bumi dan bangunan dan digunakan dalam administrasi perpajakan 

serta sebagai sarana wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban 

perpajakannya. 

3. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) adalah batas NJOP 

atas bumi dan atau bangunan yang tidak kena pajak. 

4. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) adalah nomor yang 

diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi 

perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas 

Wajib Pajak dalam melaksanakan Hak dan Kewajiban perpajakannya. 

 

2.3.6  Dasar Penghitungan, Tarif (PBB-P2) 

 Berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 31 Tahun 2012 tentang Tata 

Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di 

Kabupaten Jember, dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan 

perkotaan adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Berdasarkan NJOP ditetapkan 

per wilayah kecamatan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk wilayah tertentu yang 

perkembangan pembangunannya mengakibatkan kenaikan NJOP yang cukup 

besar, maka penetapan NJOP dapat ditetapkan setahun sekali. Cara penghitungan 

Pajak Bumi dan Bangunan, yaitu besarnya pokok pajak bumi dan bangunan yang 

terutang dihitung dengan caa mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak 

setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak. 

 Besarnya tarif pajak bumi dan bangunan ditetapkan sebagai berikut: 

1. Untuk NJOP sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) 

sebesar 0,110% (nol koma seratus sepuluh persen) per tahun. 

2. Untuk NJOP diatas Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebesar 

0,205% (nol koma dua ratus lima persen) per tahun. 

3. Batas minimal pengenaan PBB-P2 ditetapkan sebesar Rp 10.000,00 

(sepuluh ribu rupiah) per tahun. 
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2.3.7   Tahun Pajak, Saat dan Tempat Terutang  

 Siahaan (2013:564) mengemukakan tahun pajak bumi dan bangunan 

adalah jangka waktu satu tahun kalender. Pajak bumi dan bangunan (PBB) 

dikenakan untuk jangka waktu satu tahun pajak. Dengan demikian, pajak terutang 

yang dikenakan atas objek pajak untuk tahun pajak 2014 berarti PBB terutang 

untuk jangka waktu 1 januari  sampai dengan 31 Desember 2014. 

 Siahaan (2013:564) saat terutangnya Pajak Bumi dan Bangunan adalah 

menurut keadaan objek pada tanggal 1 Januari. Penentuan tanggal 1 Januari ini 

sangat terkait dengan ketentuan tentang tahun pajak, yang menggunakan tahun 

kalender. Tahun kalender selalu dimulai pada tanggal 1 Januari tahun berjalan 

maka tentunya saat yang menentukan pajak terutang juga tanggal 1 Januari. 

Sebagai contoh untuk tahun pajak 2014, yang menjadi saat menentukan pajak 

terutang adalah tanggal 1 Januari 2014. Pajak bumi dan Bangunan yang terutang 

dipungut di wilayah kabupaten/kota yang eliputi letak objek pajak. Hal ini terkait 

dengan kewenangan pemerintah kabupaten/ kota yang hanya terbatas atas bumi 

dan bangunan yang belokasi dalam lingkup wilayah administrasinya. 

 

2.4    Akuntansi Pajak 

2.4.1 Definisi Akuntansi Pajak 

Menurut Meliala (2007:29) akuntansi adalah proses pengidentifikasi, 

pencatatan, penyampaian, dan pelaporan informasi ekonomi untuk memungkinkan 

pengambilan keputusan dan pertimbangan oleh para pemakai. 

 Dari defenisi diatas dapat dijelaskan bahwa akuntansi pajak adalah proses 

kegiatan pencatatan, penggolongan, peringkatan, dan penyajian yang berkaitan 

dengan perhitungan perpajakan dan mengacu pada peraturan dan perundang-

undangan perpajakan beserta aturan pelaksanaannya. 

 

2.4.2 Tujuan Utama Akuntansi 

 Dalam Meliala (2007:29) tujuan utama akuntansi adalah menyajikan 

informasi ekonomi dari satu kesatuan ekonomi yang disebut badan usaha 

(Bussines Enterprise) yang hasilnya berupa laporan keuangan. 
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 Laporan keuangan adalah bukti laporan perusahaan dalam bentuk 

keuangangan yang terdiri atas: 

a. Laporan Pendapatan 

b. Neraca 

c. Laporan Perubahan Modal 

d. Laporan Arus Kas 

 

2.4.3 Akuntansi Pajak Bumi dan Bangunan 

Menurut  Eddy (2011: 94) Akuntansi dipakai oleh perusahaan dalam 

membayar pajak bumi dan bangunan. Proses pencatatan pengeluaran pajak bumi 

dan bangunan ini lebih sederhana dibandingkan dengan pajak penghasilan 

maupun pajak pertambahan nilai, karena pajak bumi dan bangunan ini dibayar 

setahun sekali. Hal ini mempermudah perusahaan mencatat transaksi ini setahun 

sekali. Menurut undang-undang PPh disebutkan bahwa pajak merupakan salah 

satu pengeluaran yang dapat mengurangi penghasilan bruto kecuali pajak 

penghasilan. Oleh karena itu, pengeluaran ini akan dicatat oleh perusahaan 

sebagai berikut: 

Biaya Pajak Bumi dan Bangunan  xxx 

  Kas     xxx 

(Mencatat  pengeluaran untuk pajak bumi dan bangunan) 

  

2.5  Pengajuan Objek Pajak Baru Sektor Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan 

Pengajuan Objek Pajak Baru merupakan permohonan oleh Wajib Pajak atau 

Subjek Pajak yang belum terdaftar pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) 

Kabupaten Jember yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau 

memperoleh manfaat atas bangunan untuk mendaftarkan objek pajaknya dengan 

penelitian kantor dan penelitian lapangan. 

 Untuk memperoleh data objek pajak yang akan didaftarkan oleh subjek 

pajak yaitu dengan cara melakukan pendataan objek pajak dan subjek 

pajak.Pendataan dilakukan dengan menggunakan SPOP dan LSPOP. SPOP adalah 
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Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak atau Subjek Pajak untuk melaporkan data 

subjek maupun objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Pajak saat 

dilakukannya pendataan, pihak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember juga 

memberikan NOP (Nomor Objek Pajak). NOP digunakan dalam administrasi 

perpajakan dan sebagai sarana Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan 

kewajiban perpajakannya. 
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BAB 3. METODE PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA 

 

3.1    Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

3.1.1 Lokasi Praktek Kerja Nyata 

Pelaksanaan program Praktek Kerja Nyata dilaksanakan di Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yang terletak di Jalan Jawa No. 72 

Kabupaten Jember pada Bidang Penagihan dan Keberatan (Bidang III). 

 

3.1.2 Waktu pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

Waktu pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) sesuai dengan surat tugas 

nomor 202/UN25.1.2/SP/2017 yaitu dimulai dari tanggal 01 Maret 2017 sampai 

dengan tanggal 31 Maret 2017 di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. 

Adapun kegiatan Praktek Kerja Nyata ini dilakukan sesuai dengan jam kerja 

di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yaitu: 

Tabel 3.1 : Hari efektif Praktek Kerja Nyata di Badan Pendapatan Daerah   

Kabupaten Jember 

Hari Kerja Jam Kerja Jam Istirahat 

Senin s/d Kamis 07.30 – 15.00 WIB 12.00 – 13.00 WIB 

Jum’at 07.30 – 15.00 WIB 11.30 – 13.00 WIB 

Sabtu dan Minggu Libur Libur 

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 2017 
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3.2    Ruang Lingkup Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan 

Pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata akan dibuat Laporan Tugas Akhir 

oleh penulis dengan judul “Mekanisme Pengajuan Objek Pajak Atas Pajak Bumi 

dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Pada Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Jember”. Sehingga pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata penulis 

ditempatkan pada beberapa seksi yang masih berkaitan dengan judul tersebut, 

diantaranya: 

a. Seksi Penagihan 

Pada seksi ini penulis diberi tugas seperti pengadministrasian intensifikasi 

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesan dan Perkotaan (PBB-P2), 

pengadministrasian SSPD, membuat rekapan Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Sehingga penulis dapat mengambil 

sampling Wajib Pajak Baru untuk keperluan Tugas Akhir. 

b. Seksi Keberatan dan Pengurangan 

Pada seksi ini penulis diberi tugas seperti pengolah data dokumen Pajak Bumi 

dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Sehingga penulis dapat 

mengetahui SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang), SSPD (Surat Setor 

Pajak Daerah), serta LHP (Lembar Hasil Pemeriksaan) dimana hal tersebut 

berkaitan dengan kebutuhan Tuga Akhir penulis.  

 

3.2.2  Kegiatan  yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktek Kerja Nyata 

Selama pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN), penulis melaksanakan 

beberapa kegiatan yang ada di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yang 

dapat dilihat dalam Tabel 3.2 berikut ini: 
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Tabel 3.2 Kegiatan yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktek Kerja Nyata 

Waktu 

Pelaksanaan 

(a) 

Kegiatan 

 

(b) 

Penanggung Jawab 

(c) 

Hasil 

Pelaksanaan 

(d) 

Rabu, 01 

Maret 2017 

1. Diterima di Badan 

Pendapatan Daerah 

Kabupaten Jember 

oleh Subbag Umum 

 

2. Perkenalan dengan 

Pegawai Instansi 

Badan Pendapatan 

Daerah Kabupaten 

Jember. 

 

3. Penempatan di 

bidang Penagihan 

dan Keberatan PBB-

P2 

 

1. Siti selaku  staff 

Tata Usaha Sub 

bagian Umum. 

 

 

2. Siti selaku staff 

Tata Usaha Sub 

bagian Umum. 

 

 

 

3. Hendra Surya 

Saputra S.STP 

dan Kukuh 

Widiatmoko 

selaku KASIE 

(Kepala Seksi) 

Penagihan dan 

KASIE (Kepala 

Seksi) Keberatan 

dan Pengurangan. 

1. Melaksanaka

n kegiatan 

Praktek 

Kerja Nyata. 

 

2. Mengenal 

staff 

bapenda, 

tugas beserta 

jabatannya. 

 

3. Mengetahui 

tugas-tugas, 

fungsi dan 

pimpinan  di 

bidang 

penagihan 

dan 

keberatan 

PBB-P2. 

Kamis, 02 

Maret 2017 

1. Membantu 

pengisian Data 

Pembetulan PBB-P2 

 

Imam Muslimin 

selaku staff 

Keberatan dan 

Pengurangan 

 

1. Memperoleh 

keterampilan 

tentang tata 

cara 

pembetulan 

PBB-P2. 
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(a) (b) (c) (d) 

Jumat, 03 

Maret 2017 

1. Membantu 

menginput data 

pembetulan PBB-

P2, Surat Setor 

Pajak Daerah 

(SSPD) 

Irfan selaku staff 

Penagihan 

1. Memperoleh 

informasi 

dan 

keterampilan 

tentang tata 

cara 

pembetulan 

PBB-P2, 

mengetahui 

bentuk form 

Surat Setor 

Pajak Daerah 

(SSPD). 

Senin, 06 

Maret 2017 

1. Membantu 

Menginput data Tim 

Intensifikasi PBB-

P2 untuk kecamatan, 

kelurahan dan desa. 

 

 

 

 

2. Membantu 

menginput data 

pengajuan Objek 

Pajak Baru PBB-P2 

Ayu selaku staff 

Penagihan 

1. Memperoleh 

informasi 

tentang 

syarat-syarat 

dan ketentuan 

pembentukan 

Tim 

Intensifikasi 

PBB-P2. 

2. Memperoleh 

informasi  

tentang  tata 

cara 

pengajuan 

objek pajak 

baru PBB-P2. 
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(a) (b) (c) (d) 

Selasa, 07 

Maret 2017 

1. Membantu 

menginput data 

Pembetulan PBB-P2 

(DPD III) 

Imam Muslimin 

selaku staff 

Keberatan dan 

Pengurangan 

1. Memperoleh 

informasi dan 

keterampilan 

tentang  tata 

cara 

pembetulan 

PBB-P2. 

Rabu, 08 

Maret 2017  

1. Menginput data Tim 

Intensifikasi PBB-

P2 untuk kecamatan, 

kelurahan dan desa. 

 

 

 

 

 

 

2. Membantu 

menginput data 

pengajuan Objek 

Pajak Baru PBB-P2 

Ayu selaku staff 

Penagihan 

1. Memperoleh 

informasi dan 

keterampilan 

tentang 

syarat-syarat 

dan ketentuan 

pembentukan 

Tim 

Intensifikasi 

PBB-P2. 

2. Memperoleh 

informasi dan 

keterampilan 

tentang  tata 

cara 

pengajuan 

objek pajak 

baru PBB-P2. 
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(a) (b) (c) (d) 

Kamis, 09 

Maret 2017 

1. Menginput data 

Pembetulan PBB-

P2 (DPD III) 

Imam Muslimin 

selaku staff 

Keberatan dan 

Pengurangan 

1. Memperoleh 

informasi dan 

keterampilan 

tentang  tata 

cara 

pembetulan 

PBB-P2. 

Jumat. 10 

Maret 2017 

1. Membantu 

menginput data Tim 

Intesifikasi PBB-P2 

untuk kecamatan, 

kelurahan dan desa. 

 

 

 

 

Ayu selaku staff 

Penagihan 

1. Memperoleh 

informasi dan 

keterampilan 

tentang  

syarat-syarat 

dan ketentuan 

pembentukan 

Tim 

Intensifikasi 

PBB-P2. 

Jumat. 10 

Maret 2017 

1. Membantu 

menginput data 

pengajuan Objek 

Pajak Baru PBB-

P2 

Ayu selaku staff 

Penagihan 

1. Memperoleh 

informasi 

dan 

keterampilan 

tentang   tata 

cara 

pengajuan 

objek pajak 

baru PBB-

P2. 
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(a) (b) (c) (d) 

Senin, 13 

Maret 2017 

1. Membantu 

menginput data 

Pajak Air Tanah 

dan Pajak Reklame 

 

Agus selaku staff 

Penagihan 

1. Memperoleh 

informasi 

tentang  

persentase 

Pajak Air 

Tanah dan 

Pajak 

Reklame . 

Selasa, 14 

Maret 2017 

1. Mengikuti Upacara 

Pengukuhan Tim 

Intensifikasi PBB- 

P2 pada Kecamatan 

Arjasa dan 

Kecamatan Pakusari 

Kabupaten Jember 

Hendra Surya 

Putra, S.STP 

selaku Kepala 

Seksi Bidang 

Penagihan 

1. Memperoleh 

informasi 

tentang  

pengukuhan 

Tim 

Intensifikasi 

PBB-P2 pada 

Kecamatan 

Arjasa dan 

Kecamatan 

Pakusari 

Kabupaten 

Jember. 

Rabu, 15 

Maret 2017 

1. Mengikuti Upacara 

Pengukuhan Tim 

Intensifikasi PBB-

P2 pada Kecamatan 

Jelbuk dan 

Kecamatan 

Sukowono 

Kabupaten Jember 

Hendra Surya 

Putra, S.STP 

selaku Kepala 

Seksi Bidang 

Penagihan 

1. Memperoleh 

informasi 

tentang 

proses 

pengukuhan 

Tim 

Intensifikasi 

PBB-P2 pada  
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(a) (b) (c) (d) 

   Kecamatan 

Jelbuk dan 

Kecamatan 

Sukowono 

Kabuparen 

Jember. 

Kamis, 16 

Maret 2017 

1. Mengikuti Upacara 

Pengukuhan Tim 

Intensifikasi PBB-

P2 pada Kecamatan 

Ledokombo dan 

kecamatan Sumber 

Jambe Kabupaten 

Jember 

Hendra Surya 

Putra, S.STP 

selaku Kepala 

Seksi Bidang 

Penagihan 

1. Memperoleh 

informasi 

tentang 

proses 

pengukuhan 

Tim 

Intensifikasi 

PBB-P2 pada 

Kecamatan 

Ledokombo 

dan 

Kecamatan 

Sumber 

Jambe 

Kabupaten 

Jember. 

Jumat, 17 

Maret 2017 

1. Membantu 

menginput data Tim 

Intensifikasi PBB-

P2 untuk kecamatan, 

kelurahan dan desa. 

2. Membantu 

menginput data  

Ayu selaku staff 

Penagihan 

1. Memperoleh 

informasi 

dan 

keterampilan 

tentang 

syarat-syarat 

dan  
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(a) (b) (c) (d) 

 pengajuan Objek 

Pajak Baru PBB-P2 

 Tim 

Intensifikasi 

PBB-P2. 

2. Memperoleh 

informasi 

tentang  tata 

cara 

pengajuan 

objek pajak 

baru PBB-

P2. 

Senin, 20 

Maret 2017 

1. Membantu 

menginput data Tim 

intensifikasi PBB-

P2 untuk kecamatan, 

kelurahan dan desa. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Membantu 

menginput data 

pengajuan Objek 

Pajak Baru PBB-P2 

Ayu selaku staff 

Penagihan 

1. Memperoleh 

informasi 

dan 

keterampilan 

tentang  

syarat-syarat 

dan 

ketentuan 

pembentukan 

Tim 

Intensifikasi 

PBB-P2. 

2. Memperoleh 

informasi 

dan 

keterampilan

tentang  
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(a) (b) (c) (d) 

   tata cara 

pengajuan 

objek pajak 

baru PBB-

P2. 

Selasa, 21 

Maret 2017 

1. Membantu 

menginput data Tim 

Intensifikasi PBB-

P2 untuk kecamatan, 

kelurahan dan desa. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Membantu 

menginput data 

pengajuan Objek 

Pajak Baru PBB-P2 

Ayu selaku staff 

Penagihan 

1. Memperoleh 

informasi 

dan 

keterampilan 

tentang 

syarat-syarat 

dan 

ketentuan 

pembentukan 

Tim 

Intensifikasi 

PBB-P2. 

2. Memperoleh 

informasi 

dan 

keterampilan 

tentang tata 

cara 

pengajuan 

objek pajak 

baru PBB-

P2. 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


38 
 

(a) (b) (c) (d) 

Rabu, 22 

Maret 2017 

1. Membantu 

menginput data Tim 

Intensifikasi PBB-

P2 untuk kecamatan, 

kelurahan dan desa 

 

 

 

 

 

 

 

2. Membantu 

menginput data 

pengajuan Objek 

Pajak Baru PBB-P2 

Ayu selaku staff 

Penagihan 

1. Memperoleh 

informasi 

dan 

keterampilan 

tentang 

syarat-syarat 

dan 

ketentuan 

pembentukan 

Tim 

Intensifikasi 

PBB-P2. 

2. Memperoleh 

informasi 

dan 

keterampilan 

tentang tata 

cara 

pengajuan 

objek pajak 

baru PBB-

P2. 

Kamis, 23 

Maret 2017 

1. Membantu 

menginput Data 

Pembetulan PBB-P2 

Ima Muslimin 

selaku staff 

Keberatan dan 

Pengurangan 

1. Memperoleh 

informasi 

dan 

keterampilan 

tentang tata 

cara 

pembetulan  
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(a) (b) (c) (d) 

   PBB-P2. 

Jumat, 24 

Maret 2017 

1. Mengikuti upacara 

pengukuhan Tim 

Intensifikasi PBB-

P2 di Kecamatan 

Tempurejo dan 

Kecamatan 

Jenggawah 

Yunita Maharani 

S.STP selaku 

Kepada Bidang 

Penagihan dan 

Keberatan 

(Bidang III) 

1. Memperoleh 

informasi 

dan 

keterampilan 

tentang 

proses 

pengukuhan 

Tim 

Intensifikasi 

PBB-P2 pada 

Kecamatan 

Tempurejo 

dan 

Kecamatan 

Jenggawah 

Kabuparen 

Jember. 

Senin, 27 

Maret 2017 

1. Membantu 

menginput data Tim 

Intensifikasi PBB-

P2 untuk kelurahan, 

kecamatan dan desa 

Ayu selaku staff 

Penagihan 

1. Memperoleh 

informasi 

dan 

keterampilan 

tentang 

syarat-syarat 

dan 

ketentuan 

pembentukan 

Tim 

Intensifikasi  
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(a) (b) (c) (d) 

   PBB-P2. 

 1. Membantu 

menginput data 

pengajuan Objek 

Pajak Baru PBB-

P2 

 1. Memperoleh 

informasi 

dan 

keterampilan 

tentang tata 

cara 

pengajuan 

objek pajak 

baru PBB-

P2. 

Rabu, 29 

Maret 2017 

1. Membantu 

menginput data 

Tim Intensifikasi 

PBB-P2 untuk 

kecamatan, 

kelurahan dan 

desa. 

 

 

 

 

 

2. Membantu 

menginput data 

pengajuan Objek 

Pajak Baru PBB-

P2 

Ayu selaku staff 

Penagihan 

1. Memperoleh 

informasi 

dan 

keterampilan 

tentang 

syarat-syarat 

dan 

ketentuan 

pembentukan 

Tim 

Intensifikasi 

PBB-P2. 

2. Memperoleh 

informasi 

dan 

keterampilan 

tentang tata 

cara  
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(a) (b) (c) (d) 

   pengajuan 

objek pajak 

baru PBB-

P2. 

Kamis, 30 

Maret 2017 

1. Membantu 

merekapituliasi data 

PBB-P2 

Ayu selaku staff 

Penagihan 

1. Memperoleh 

informasi 

dan 

keterampilan 

tentang hasil 

rekapan 

PBB-P2 

Jumat, 31 

Maret 2017 

1. Membantu 

menginput data 

rekapitulasi PBB-P2 

Ayu selaku staff 

Penagihan 

1. Memperoleh 

informasi 

dan 

keterampilan 

tentang hasil 

rekapan 

PBB-P2 

 

3.3     Jenis dan Sumber Data 

3.3.1 Jenis Data 

Jenis data yang digunakan pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini yaitu 

data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data informasi yang berupa simbol angka 

atau bilangan. Data kuantitatif pada pelaksanaan kegiatan ini berupa Surat 

Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Setor Pajak Daerah (SSPD), LHP 

(Lembar Hasil Pemeriksaan), Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah 

(PAD), serta data NPWPD dalam setahun yang dinyatakan dalam bentuk 

numerical serta diolah secara elektronik. 
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3.3.2 Sumber Data 

Data yang digunakan dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Data Primer 

Adalah data yang diperoleh langsung dari Wajib Pajak dan staff BAPENDA. 

Data primer diperoleh dari data-data terkait dengan pengajuan objek baru 

seperti melakukan metode wawancara mendalam atau in-depth interview 

untuk memperoleh data sehingga mengetahui mekanisme pengajuan objek 

pajak baru, langkah-langkah serta proses yang berlaku sesuai dengan 

Undang-Undang. 

b. Data Sekunder 

Adalah data yang diperoleh dari pihak lain berupa data olahan yang 

memperkuat data primer. Sumber data sekunder seperti artikel, internet, 

jurnal, dan lain-lain. 

 

3.4    Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam pelaksanaan Praktek 

Kerja Nyata ini adalah: 

a. Studi Pustaka 

Studi pustaka yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan buku, 

internet, observasi sebelumnnya dan referensi yang berhubungan dengan 

laporan Praktek Kerja Nyata ini. 

b. Sampling 

Sampling yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan contoh 

(sampel) Wajib Pajak Orang Pribadi. Penulis menggunakan metode pemilihan 

sampel bertujuan (Purposive Sampling) dengan jenis pemilihan sampel 

berdasarkan pertimbangan yaitu merupakan tipe pemilihan sampel secara 

tidak acak yang informasinya diperoleh dengan menggunakan pertimbangan 

tertentu umumnya disesuaikan dengan tujuan atau masalah penelitian 

(Supono, 2014:130). Sampel yang digunakan penulis yaitu Calon Wajib 
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Pajak yang memiliki Sertifikat Tanah dan ingin memiliki SPPT serta 

mengajukan diri sebagai Wajib Pajak. 

c. Observasi 

Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis 

dan sengaja, dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan terhadap gejala 

yang terjadi. Pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini penulis 

mengobservasi data-data Wajib Pajak yang terkait dengan pengajuan Objek 

Baru Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). 
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BAB. 5 PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil informasi yang didapatkan selama proses terlaksananya 

kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Jember, penulis tidak hanya mendapatkan data-data yang dibutuhkan tetapi juga 

pengetahuan dan pengalaman mengenai Tata Cara Pengajuan Objek Pajak Baru 

Atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Dari penjelasan 

tersebut dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

a. Pelaksanaan tata cara pengajuan objek pajak baru atas pajak bumi dan 

bangunan perdesaan dan perkotaan adalah wajib pajak mengajukan Surat 

Pengajuan Pendaftaran Objek Pajak Baru kepada Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Jember pada UPT. Pelayanan dengan melampirkan syarat-syarat 

yang telah ditentukan. Berkas-berkas yang telah lengkap akan dialihkan ke 

UPT. Pendataan, pada UPT ini semua data akan di cross-check apakah data 

fisik dengan lapangan sama. Kemudian dilakukan pemeriksaan lapangan 

dan diterbitkan Lembar Hasil Pemeriksaan (LHP). LHP dilimpahkan kepada 

Operator Consult (OC), OC akan menerbitkan Nomor Objek Pajak (NOP). 

Lalu semua berkas tersebut dilimpahkan lagi ke UPT. Penetapan untuk 

ditetapkan sepagai objek pajak, hasil keluaran berupa Surat Pemberitahuan 

Pajak Terutang (SPPT). SPPT akan dialihkan ke UPT. Pelayanan dan 

diserahkan Kepada Wajib Pajak. 

b. Tata cara penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) adalah 

SPOP dan atau LSPOP yang telah benar, jelas dan lengkap akan diberikan 

ke Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember untuk ditetapkan 

pajak terutangnya. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 

atas nama Bupati Jember mengeluarkan Surak Ketetapan Pajak Daerah 

(SKPD) PBB-P2. SPPT akan diberikan ke Kecamatan untuk diberikan 

kepada Kelurahan atau Desa. Kelurahan atau esa akan memberikan kepada 

Wajib Pajak atau Subjek Pajak. Jika SPOP atau LSPOP tidak jelas, tidak 
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benar dan tidak lengkap akan diberikan kepada Wajib Pajak atau Subjek 

Pajak. 

c. Pembayaran PBB-P2 terutang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak melalui: 

1) Bank Tempat Pembayaran atau tempat lain yang ditunjuk. Contoh : 

Bank Jatim; dan 

2) Petugas Pemungut yang telah ditunjuk oleh Badan Pendapatan 

Daerah. 

d. Alur Pembayaran melalui Bank Jatim atau bank lain yang ditunjuk dapat 

dilakukan seperti berikut: Wajib Pajak membawa SPPT ke Bank Jatim atau 

Bank lain yang telah ditunjuk. Wajib Pajak membayar PBB-P2 yang 

terutang secara tunai. Kemudian Bank akan menandatangani Surat Tanda 

Terima Setoran (STTS) atau Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) atau 

dokumen lain yang sah. Wajib Pajak akan mendapatkan STTS atau SSPD 

sebagai bukti pengesahan atas Pembayaran PBB-P2. 

e. Pelaksanaan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan (PBB-P2) melalui Petugas Pemungut adalah Wajib Pajak yang 

memiliki Pajak Terutang PBB-P2 membayar PBB-P2 terutang secara tunai 

kepada Petugas Pemungut. Wajib Pajak akan memdapatakan Tanda Terima 

Sementara (TTS) sebagai bukti pembayaran. Kemudian Petugas Pemungut 

menyetor keuangan PBB-P2 ke Bendahara Desa atau Kelurahan untuk 

disetorkan ke Bank Persepsi. Petugas Pemungut akan menerima Surat 

Setoran Pajak Daerah (SSPD) atau Surat Tanda Terima Setoran (STTS) 

untuk diberikan kepada Wajib Pajak sebagai bukti pembayaran yang sah. 

f. Verifikasi dilakukan apabila terdapat kesalahan atas PBB-P2. Pelaksanaan 

tata cara verifikasi adalah data yang masuk ke UPT. Pendataan akan 

dilakukan survey lapangan. Semua data yang telah masuk di cross-check 

ulang apakah data fisik dan data lapangan sama. Jika benar UPT. Penetapan 

dan verifikasi akan menerbitkan Lembar Hasil Penelitian (LHP). Tetapi jika 

salah UPT. Pendataan akan mengembalikan semua berkas kepada pemohon 

atau wajib Pajak. 
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5.2 Saran 

Diharapkan untuk tahun-tahun berikutnya : 

a. Target Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dapat 

terealisasi 100%. Pemerintah perlu melakukan sosialisasi terhadap 

masyarakat agar masyarakat sadar akan kewajiban membayar pajak. 

Bagi petugas atau staf kecamatan dianjurkan untuk memberikan 

informasi atau pengumuman pada tiap-tiap desa mengenai mekanisme 

pengajuan objek pajak baru dan pembayaran PBB-P2 secara rutin. Hal 

tersebut bertujuan untuk memudahkan bagi Wajib Pajak atau Subjek 

Pajak yang akan mengajukan objek pajak barunya pada Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. 

b. Proses Pengajuan Objek Pajak Baru atas Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan dapat lebih dipermudah dan dilakukan 

secara online, sehingga wajib pajak lebih nyaman dalam mengajukan 

objek pajak baru.  

c. Kelengkapan  isi formulir atau bentuk form lainnya harus lebih 

diperiksa ulang oleh pihak Badan Pendapatan Daerah. 
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Lampiran 1. Surat Pengantar Magang 
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Lampiran 2. Surat Persetujuan Tempat Magang 
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Lampiran 3. Surat Tugas Magang 
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Lampiran 4. Surat Tugas Dosen Supervisi 

 

 

 

  

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


74 

 

 

Lampiran 5. Surat Keterangan Selesai Magang 
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Lampiran 6. Surat Tugas Dosen Supervisi 
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Lampiran 7. Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata 
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Lampiran 8. Absensi Praktek Kerja Nyata 
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Lampiran 9. Daftar Konsultasi Bimbingan 
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Lampiran 10. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun  2009 
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Lampiran 11. Peraturan Bupati Jember Nomor 31 Tahun 2012 
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Lampiran 12. Surat Pengajuan Pendaftaran Objek Pajak 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


101 

 

 

Lampiran 13. Surat Pemberitahuan Objek Pajak  
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Lampiran 14. Contoh Lanjutan Surat Pemberitahuan Objek Pajak  
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Lampiran 15. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB-P2 
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Lampiran 16. Lembar Hasil Penelitian beserta NOP 
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Lampiran 17. Sertifikat Tanah 
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Lampiran 18. Formulir Pelayanan Wajib Pajak 
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Lampiran 19. Surat Setor Pajak Daerah 
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Lampiran 20. Akta Jual Beli  
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Lampiran 21. Surat Tanda Terima Setoran 
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Lampiran 22. Tanda Terima Sementara 
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